NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN REKOMENDASI| ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA NEGARA ASING DAN
TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING

A. Latar Belakang dan Urgensi

Pelaksanaan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bertujuan untuk
meningkatkan prestasi olahraga. Peningkatan prestasi olahraga dilakukan dengan
membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis,
terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi
dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. Pembinaan
dan pengembangan olahragawan serta tenaga Keolahragaan dalam peningkatan
prestasi olahraga termasuk proses pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah
proses pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada olahragawan atau tenaga
keolahragaan warga negara asing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang
Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;

Pelaksanaan pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing
memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi olahrag di Indonesia.
Misalnya dalam pelaksanaan sepak bola pemberian kewarganegaraan kepada
warga negara asing memberikan dampak kepada tim nasional sepak bola
Indonesia yang berhasil lolos Kualifikasi Piala Dunia Ronde ke-4, lolos semifinal
Piala Asia U-23 untuk yang pertama kalinya, serta berhasil mencapai rangking 122
peringkat FIFA. Kemudian dalam pelaksanaan olahraga basket dimana proses
pemberian kewarganegaraan pada saat itu memberikan dampak untuk Tim
Nasional Basket Indonesia mendapatkan medali emas dan menjuarai Sea Games
2022 di Vietnam. Dampak lainnya yang baru saja terjadi yaitu proses pemberian
kewarganegaraan kepada Tim Nasional Hoki Es yang baru saja melakukan
pemberian kewarganegaraan kepada empat warga negara Rusia. Pemberian
kewarganegaraan tersebut memberikan medali emas pertama Sea Games untuk
Indonesia di olahraga Hoki Es yang diselenggarakan di Thailand pada November
2025 lalu. Peningkatan prestasi tersebut merupakan salah satu faktornya adalah
proses pemberian kewarganegaraan yang tepat sasaran didukung regulasi yang
optimal.

Proses pelaksanaan olahraga vyang bergerak dinamis seiring
berkembangnya zaman menjadikan suatu peraturan bergerak dinamis mengikuti
perkembangan zaman. Pelaksanaan kewarganegaraan dalam memberikan
manfaat kepada pelaksanaan olahraga prestasi membutuhkan regulasi yang lebih



dinamis dan memberikan kemudahan kepada stakeholder keolahragaan. Adanya
keinginan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk memudahkan proses
administratif pelaksanaan kewarganegaraan kepada warga negara asing. Proses
pengajuan yang dapat didelegasikan kepada struktur lainnya pada Induk Cabang
Organisasi Olahraga membantu dalam memudahkan proses pewarganegaraan
mengingat Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memiliki intensitas
yang tinggi dalam proses keorganisasian. Sehingga perlu untuk adanya
dinamisasi dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Selain itu Urgensi
pengaturan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga juga dilakukan untuk
melakukan perubahan yang bersifat mempermudah dan melakukan fleksibilitas
kepada Stakeholder keolahragaan serta memberikan peningkatan prestasi yang
lebih baik dalam keolahragaan di Indonesia dengan pemberian kewarganegaaran
kepada olahragawan asing.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yaitu:

a. sebagai bentuk tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga
dalam melakukan peningkatan prestasi olahraga secara terencana,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan;

b. menyediakan pedoman standar, memberikan panduan yang jelas dan
terstruktur dalam memberikan fasilitasi pemberian kewarganegaraan;
dan

c. memastikan landasan hukum bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga
serta kementerian/lembaga terkait dalam memberikan
kewarganegaraan kepada olahragawan warga negara asing.

2. Tujuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini untuk:

a. Meningkatkan prestasi olahraga dalam hal pembinaan dan
pengembangan keolahragaan melalui pemberiaan kewarganegaraan
kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan warga negara asing;

b. Memberikan tertib administrasi, efektivitas, dan efisiensi dalam
administrasi pemberian kewarganegaraan kepada Induk Organisasi
Cabang Olahraga dan kementerian lembaga terkait; dan

c. Memberikan kemudahan kepada stakeholders olahraga dalam
melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga melalui
proses pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga
keolahragaan warga negara asing.

C. IsuKrusial
1. Proses pelaksanaan yang tidak efektif secara administratif dikarenakan
keterbatasan pimpinan yang berwenang menandatangani permohonan
rekomendasi kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga
keolahragaan warga negara asing.



2. Penambahan pejabat yang berwenang menandatangani rekomendasi
permohonan pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga
keolahragaan warga negara asing dalam rangka kemudahan peningkatan
prestasi olahraga.

3. Penataan dan  strukturisasi proses pelaksanaan pemberian
kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan warga
negara asing.

Dampak Positif bagi Stakeholder

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan landasan normatif
bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam proses permohonan pemberian
kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan warga negara
asing yang lebih terstruktur, fleksibel, dan memudahkan dalam administratifnya.
Regulasi yang diperbarui ini mendorong penguatan peran serta Kementerian
Pemuda dan Olahraga dalam proses penataan administratif serta mendorong
optimalisasi proses pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan dan
tenaga keolahragaan warga negara asing.

Sasaran

Sasaran dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini adalah proses
permohonan pemberian kewarganegaraan kepada olahragawan dan tenaga
keolahragaan warga negara asing oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Lingkup Yang Diatur

1.  Penambahan pengaturan pejabat dalam permohonan proses pemberian
kewarganegaraan; dan

2. Penambahan pengaturan pejabat penandatanganan  pemberian
rekomendasi kewarganegaraan.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1.  Jangkauan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mencakup
pengaturan mengenai Pemberian Kewarganegaraan kepada Olahragawan
dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing.

2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini diarahkan sebagai landasan
hukum bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, kementerian/lembaga
terkait, dan Organisasi Cabang Olahraga terkait dalam Pemberian
Kewarganegaraan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Warga
Negara Asing.



